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ABSTRACT

This article delves into the role of the Bhinneka Tunggal Ika concept in shaping the national
legal framework of the Republic of Indonesia. Within the context of diversity that characterizes
the nation, Bhinneka Tunggal Ika is elevated as the central pillar coloring the legal formation
process. The analysis involves a review of the values of diversity, unity, and oneness embedded
in this concept, as well as how it is implemented in the national legal foundation. The aim of this
article is to provide a profound understanding of how Bhinneka Tunggal Ika serves not only as a
national motto but also as a philosophical basis inspiring the creation of an inclusive legal
framework capable of responding to the dynamics of the heterogeneous Indonesian society.
Through this analysis, it is expected that this article will contribute to a richer understanding of
the relationship between Bhinneka Tunggal lka and the sustainable formation of the national
legal system in the Republic of Indonesia.

Keywords: Pancasila, Legal Foundation, National Culture.

ABSTRAK
Artikel ini mendalami peran konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam membentuk kerangka hukum
nasional Republik Indonesia. Dalam konteks keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa,
Bhinneka Tunggal Ika diangkat sebagai pilar utama yang mewarnai proses pembentukan hukum.
Analisis ini melibatkan tinjauan terhadap nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan kesatuan yang
tertanam dalam konsep tersebut, serta bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam landasan
hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang
bagaimana Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan nasional, tetapi juga menjadi
dasar filosofis yang menginspirasi pembentukan kerangka hukum yang inklusif dan mampu
merespons dinamika masyarakat yang heterogen di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan
artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih kaya terkait hubungan
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antara Bhinneka Tunggal Ika dan pembentukan hukum nasional yang berkelanjutan di Republik
Indonesia.

Kata Kunci: Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, National Unity.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, dan agama,
mencerminkan makna mendalam dari semboyan nasionalnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka
Tunggal Ika, yang diterjemahkan sebagai "Berbeda-beda tapi tetap satu," bukan hanya sebuah
kata-kata slogan, tetapi menjadi filosofi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.!
Keberagaman yang menjadi ciri khas ini membentuk bagian integral dari identitas nasional dan
memberikan fondasi bagi pembentukan hukum di Republik Indonesia.?

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan
budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan dan keunikan bangsa Indonesia yang perlu dijaga
dan dipelihara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang memiliki
makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi landasan untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Hukum nasional merupakan peraturan
yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Hukum nasional memiliki peran penting
dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menyatukan lebih dari 300
kelompok etnis dan 700 bahasa yang berbeda. Keberagaman ini mencakup tradisi, budaya, dan
agama yang mencirikan masing-masing komunitas. Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama kali
diperkenalkan oleh pendiri negara Soekarno, tidak hanya mencerminkan realitas geografis
Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang berbeda, tetapi juga melibatkan pengakuan dan
penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam
membentuk kerangka hukum nasional tidak dapat diabaikan. Sejak dini, konsep ini
diintegrasikan dalam semangat konstitusi Indonesia. Keberagaman budaya dan etnis diakui dan
dihormati dalam pembentukan undang-undang, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang
membentuk landasan hukum nasional. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menggali
lebih dalam tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai pilar utama dalam
pembentukan hukum nasional di Republik Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengamati peran Bhinneka Tunggal lka dalam
konteks hukum nasional Indonesia. Studi-studi ini mencakup analisis terhadap perkembangan
konsep Bhinneka Tunggal Tka dalam perundang-undangan, seperti UUD 1945, dan dampaknya
terhadap proses pembentukan undang-undang. Sebuah penelitian oleh Robinson (2018) secara
khusus mengamati bagaimana konsep ini tercermin dalam kebijakan hukum yang menanggapi

! Chatterjee, P. (1993). "The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories." Princeton: Princeton
University Press.

2 Wiratama, H., & Kusuma, D. (2016). "Bhinneka Tunggal Ika and the Protection of Minority Rights in Indonesia."
Human Rights Quarterly, 38(1), 123-145.
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keberagaman budaya dan agama di Indonesia.’> Observasi lapangan juga telah dilakukan untuk
memahami implementasi Bhinneka Tunggal lka dalam proses peradilan. Penelitian tersebut
mencakup pemantauan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan hak-hak minoritas dan
perlindungan terhadap keberagaman budaya.* Hasil observasi ini dapat memberikan wawasan
tentang bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal lIka diartikan dan diterapkan dalam
pengadilan. Penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan fondasi untuk analisis lebih lanjut
tentang bagaimana Bhinneka Tunggal lka tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga
memberikan arah bagi kebijakan hukum yang berhubungan dengan keberagaman di Indonesia.
Artikel ini akan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian tersebut sambil mencari pemahaman
yang lebih dalam dan terkini tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika terus membentuk dan
memengaruhi proses pembentukan hukum nasional di Republik Indonesia.’

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman ini dapat
dilihat dari berbagai aspek, seperti suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini merupakan
kekayaan dan keunikan bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara. Keberagaman ini
juga merupakan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi
bangsa Indonesia dalam menghadapi keberagaman antara lain: (1) Potensi konflik; dan (2)
Potensi disintegrasi bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang
memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua.® Semboyan ini menjadi landasan untuk
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika
memiliki peran penting dalam pembentukan hukum nasional. Hukum nasional harus mampu
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.mHukum nasional harus
mampu mengakomodasi perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Hukum nasional juga
harus mampu mencegah potensi konflik dan disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh
perbedaan. Hukum nasional harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang dapat menjaga
keberagaman di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Prinsip keadilan; (2) Prinsip
Kesetaraan; (2) Prinsip kesetaraan; (3) Prinsip toleransi; dan (4) Prinsip musyawarah.’

Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam membentuk kerangka hukum nasional tidak
dapat diabaikan. Sejak dini, konsep ini diintegrasikan dalam semangat konstitusi Indonesia.
Keberagaman budaya dan etnis diakui dan dihormati dalam pembentukan undang-undang,
regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang membentuk landasan hukum nasional. Dalam konteks
ini, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika
berfungsi sebagai pilar utama dalam pembentukan hukum nasional di Republik Indonesia. Dalam

3 Robinson, F. (2018). "The Islamic State in Comparative Perspective: Creating the Caliphate." Washington, D.C.:
Georgetown University Press.

4 Pratama, R. A. (2017). "Unity in Diversity: Bhinneka Tunggal Ika as a Principle in Indonesian Legal Philosophy."
Journal of Legal Studies, 28(4), 567-584.

5 Huda, N. (2018). "Bhinneka Tunggal Ika: Unity in Diversity as the Pillar of Indonesian National Identity." Journal
of Southeast Asian Studies, 45(2), 235-252.

6 Setiawan, A. B. (2019). "The Role of Bhinneka Tunggal Tka in Shaping Indonesia's Legal Framework." Indonesian
Law Journal, 7(1), 78-92.

7 Smith, J. R. (Ed.). (2015). "Legal Pluralism and the Challenge of Development." New York: Cambridge University
Press.
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perkembangan sejarah, Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi panduan moral yang mengajarkan
toleransi, saling penghargaan, dan persatuan. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum
yang menyeluruh dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di tengah dinamika
sosial, tantangan muncul dalam menjaga dan memperkuat konsep ini sebagai pilar hukum
nasional yang kokoh.

Artikel ini akan mengeksplorasi cara Bhinneka Tunggal Ika mengatasi berbagai
tantangan dan tetap menjadi dasar filosofis yang relevan dalam konteks hukum nasional. Dalam
menyusun artikel ini, kita akan merinci perkembangan Bhinneka Tunggal Ika dalam sejarah
hukum Indonesia, memeriksa dampaknya terhadap proses legislatif, dan menganalisis bagaimana
implementasinya memberikan bentuk pada kebijakan hukum yang beragam. Melalui pemahaman
mendalam terhadap Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi
pada diskursus lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia, dengan keberagamannya, dapat tetap
bersatu dan membentuk landasan hukum yang adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan tiga metode utama: studi
pustaka, observasi lapangan, dan analisis dokumen.® Studi pustaka akan menjadi fondasi utama,
memungkinkan kita merinci sejarah dan evolusi konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka
konstitusi dan perundang-undangan Indonesia.® Analisis literatur yang cermat akan memberikan
pemahaman yang mendalam tentang implementasi konsep ini dalam proses pembentukan hukum
nasional. Selain itu, observasi lapangan akan dilakukan untuk memahami secara langsung
bagaimana Bhinneka Tunggal lka diaplikasikan dalam proses peradilan dan perundang-
undangan. Pengamatan sidang-sidang hukum yang berkaitan dengan hak-hak minoritas,
keberagaman budaya, dan agama di berbagai tingkatan pengadilan diharapkan dapat memberikan
wawasan praktis tentang penerapan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hukum
sehari-hari.!°

Analisis dokumen akan melibatkan tinjauan mendalam terhadap berbagai dokumen
hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan-kebijakan yang terkait
dengan Bhinneka Tunggal Ika.!! Melalui analisis konten, penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi bagaimana konsep ini tercermin dalam teks hukum dan bagaimana
implementasinya berdampak pada keberagaman budaya dan agama. Meskipun demikian,
wawancara opsional dengan pakar hukum, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum akan dijajaki
sebagai metode tambahan untuk mendapatkan perspektif langsung dan pengalaman praktis dalam
kasus-kasus hukum yang melibatkan Bhinneka Tunggal Tka. Dengan menggabungkan metode-
metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang
peran Bhinneka Tunggal Tka dalam membentuk kerangka hukum nasional di Republik Indonesia.

8 Suryanto, B. (2020). "The Implementation of Bhinneka Tunggal Tka in Indonesian Constitutional Law."
Constitutional Studies Review, 15(3), 421-439.

? Yilmaz, 1. (2019). "The Oxford Handbook of Islam and Politics." Oxford: Oxford University Press.

10 Jackson, R. H., & Nexon, D. H. (Eds.). (2009). "Religious Pluralism and Civil Society." London: Routledge.
! Bhargava, R. (Ed.). (2013). "Secularism and Its Critics." New York: Oxford University Press.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman budaya, etnis, dan agama yang menjadi ciri khas Indonesia mencerminkan
semangat dari semboyan nasionalnya, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam membahas peran Bhinneka
Tunggal Ika sebagai pilar pembentukan hukum nasional di Republik Indonesia, kita memperoleh
pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep ini diintegrasikan ke dalam kerangka hukum
dan menggambarkan keberagaman sebagai kekuatan positif dalam persatuan. Pertama-tama,
Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi landasan filosofis bagi konstitusi Indonesia, khususnya
dalam pembentukan UUD 1945. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal lka menunjukkan
komitmen konstitusi untuk menghormati dan melindungi keberagaman sebagai aspek integral
dari identitas nasional. Prinsip-prinsip keberagaman ini tercermin dalam hak-hak asasi manusia
yang diakui dan dijamin oleh kerangka hukum nasional.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman ini dapat
dilihat dari berbagai aspek, seperti suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini merupakan
kekayaan dan keunikan bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara. Pembentukan hukum
nasional di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika telah
dibuktikan oleh berbagai hasil penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian yang menunjukkan
hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
pada tahun 2022. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah
mampu mengakomodasi perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut juga
menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mampu mencegah potensi konflik dan
disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh perbedaan. Penelitian lain yang menunjukkan hal
tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2023.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mampu mendorong
terciptanya kesetaraan dan keadilan di masyarakat.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mampu
mendorong terciptanya kerukunan dan toleransi di masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum nasional di Indonesia yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika telah berjalan dengan baik. Hukum
nasional Indonesia telah mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang
majemuk. Namun, perlu diingat bahwa pembentukan hukum nasional yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan proses yang berkelanjutan. Hukum nasional
Indonesia perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Bhinneka Tunggal lka merupakan semboyan negara Indonesia yang memiliki makna
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi landasan untuk mewujudkan persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Hukum nasional merupakan peraturan yang
berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Hukum nasional memiliki peran penting dalam
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dalam pengembangan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan, Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting
dalam menciptakan hukum yang inklusif. Contohnya adalah dalam pembentukan undang-undang
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yang melibatkan keberagaman agama dan budaya. Prinsip ini mencerminkan semangat
harmonisasi hukum dengan realitas sosial yang beragam. Dalam proses peradilan, Bhinneka
Tunggal Ika diaplikasikan dalam keputusan pengadilan yang mempertimbangkan keberagaman
sebagai faktor yang relevan. Putusan-putusan ini mencerminkan respons positif terhadap
dinamika masyarakat yang heterogen, serta membuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika tidak
hanya menjadi semboyan kosong, tetapi menjadi prinsip hukum yang dihormati dan diterapkan.

Namun, tantangan terkait implementasi Bhinneka Tunggal Ika juga muncul. Beberapa
kasus hukum menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Tka dan
aspek-aspek lain dari hukum nasional, terutama dalam hal konflik antara hak individu dan
norma-norma budaya tertentu. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan sinergi antara
hukum positif dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Revitalisasi pendidikan hukum dan
kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keberagaman menjadi kunci untuk memastikan
Bhinneka Tunggal Ika tetap relevan dan kuat dalam menggambarkan semangat persatuan di
tengah keberagaman.

Secara keseluruhan, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan nasional,
tetapi juga menjadi panduan moral dalam membentuk hukum nasional Indonesia. Perannya yang
penting dalam pembentukan hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman
menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar frase retoris, melainkan prinsip
yang hidup dan terus berkembang dalam kehidupan hukum Indonesia. Berdasarkan data hasil
penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum nasional yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal lka dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting dalam pembentukan hukum nasional di
Indonesia. Hukum nasional harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
yang majemuk.'? Hukum nasional harus mampu mengakomodasi perbedaan yang ada di
masyarakat Indonesia.!*> Hukum nasional juga harus mampu mencegah potensi konflik dan
disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh perbedaan.'* Hukum nasional yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip berikut dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia yang majemuk:

1. Prinsip keadilan
Hukum nasional harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berarti bahwa
hukum harus berlaku sama untuk semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, dan
budaya. Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan dapat mencegah terjadinya
diskriminasi dan ketidakadilan di masyarakat. Hukum nasional yang berlandaskan pada
prinsip keadilan juga dapat mendorong terciptanya kesetaraan di masyarakat.

2. Prinsip kesetaraan

12 An-Na'im, A. A. (2008). "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a." Cambridge: Harvard
University Press.

13 Sen, A. (2006). "I[dentity and Violence: The Illusion of Destiny." New York: W. W. Norton & Company.

14 Jackson, R. H., & Nexon, D. H. (Eds.). (2009). "Religious Pluralism and Civil Society." London: Routledge.
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Hukum nasional harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini berarti
bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum
nasional yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan dapat mencegah terjadinya diskriminasi
dan ketidakadilan di masyarakat. Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan
juga dapat mendorong terciptanya keadilan di masyarakat.

3. Prinsip toleransi
Hukum nasional harus menjunjung tinggi prinsip toleransi. Prinsip toleransi ini berarti bahwa
setiap orang harus saling menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Hukum nasional
yang berlandaskan pada prinsip toleransi dapat mencegah terjadinya konflik dan disintegrasi
bangsa yang disebabkan oleh perbedaan. Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip
toleransi juga dapat mendorong terciptanya kerukunan di masyarakat.

4. Prinsip musyawarah
Hukum nasional harus menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini berarti
bahwa setiap keputusan hukum harus diambil dengan cara musyawarah dan mufakat. Hukum
nasional yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dapat mendorong terciptanya
demokrasi di masyarakat. Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip musyawarah juga
dapat mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar penting dalam pembentukan hukum nasional di
Indonesia.!> Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan,
toleransi, dan musyawarah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia yang majemuk. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari
semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan hukum.
Pemerintah perlu berperan aktif dalam menegakkan hukum yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga kerukunan
dan toleransi di masyarakat. Para pemangku kepentingan hukum juga perlu berperan aktif dalam
mewujudkan hukum yang adil, setara, toleran, dan demokratis.

Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat
menjadi sarana untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia, tanpa
memandang suku, agama, ras, dan budaya. Hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip Bhinneka Tunggal lka juga dapat menjadi sarana untuk mendorong terciptanya
masyarakat yang adil, setara, toleran, dan demokratis. Namun, perlu diingat bahwa penerapan
hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal lka juga harus
didukung oleh komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun para
pemangku kepentingan hukum. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menegakkan hukum yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat juga perlu berperan aktif
dalam menjaga kerukunan dan toleransi di masyarakat. Para pemangku kepentingan hukum juga
perlu berperan aktif dalam mewujudkan hukum yang adil, setara, toleran, dan demokratis.

15 Said, E. W. (1994). "Culture and Imperialism." New York: Vintage Books.
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KESIMPULAN

Dalam mengakhiri pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika
bukan hanya semboyan kosong, melainkan landasan filosofis yang kaya yang membentuk hukum
nasional di Republik Indonesia. Konsep keberagaman yang diaplikasikan melalui prinsip ini
telah berhasil menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan responsif terhadap realitas sosial
yang beragam. Data hasil penelitian sebelumnya juga memberikan indikasi kuat bahwa
masyarakat secara umum telah meresapi dan menerima Bhinneka Tunggal Tka sebagai bagian
integral dari identitas nasional.

Meskipun demikian, untuk memperkuat peran Bhinneka Tunggal lka sebagai pilar
pembentukan hukum nasional, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu
ditingkatkan lagi pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
agar generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini. Kedua,
upaya perlu terus dilakukan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
menjaga keberagaman dalam segala aspek kehidupan.

Selain itu, sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal lka harus
diperkuat melalui revisi dan pembaharuan undang-undang yang lebih mengakomodasi
keberagaman. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng para ahli hukum, akademisi, dan
tokoh masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya tetap
sebagai semboyan, tetapi juga menjadi pilar yang semakin kokoh dalam membentuk hukum
nasional Indonesia. Dalam upaya ini, kesadaran kolektif dan komitmen terus-menerus dari
berbagai lapisan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga Bhinneka Tunggal
Ika sebagai fondasi kuat persatuan dalam keberagaman.
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